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KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Nama SOP

: PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. |Memahami peraturan dan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;
9 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; | 2. Mampu melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 3. |Memahami struktur kelembagaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan
" |Informasi Publik; Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. |Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 4. Memahami SOP makro pelayanan informasi publik Memahami struktur kelembagaan pelayanan informasi
5. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja
6. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Migran Indonesia.
7. |Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik (ndonesia Nomor 14

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik (ndonesia Nomor 1
8. |Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia;

9. |Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan [nformasi Publik;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01 - Pelayanan Informasi Publik; 1. |Alat tulis kantor;

2. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/02 - Penanganan Keberatan; 2. |Komputer, printer dan scanner ;

3. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/03 - Penetapan dan Pamutakhiran Daftar Informasi Publik: 3. [Jaringan internet,

4, KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/04 - Pengujian Konsekuensi; 4. Lembar kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran.
5. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/05 - Pendokumentasian Informasi Publik;

6. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/06 - Pelayanan Permohonan Penelitian Akademis.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Permintaan Informasi Publik ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja KP2MI/BP2MI. Pencacatan dan pendataan dilakukan di media soft copy (elektronik) dan hard copy (salinan keras).
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

Nomor SOP KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/01 Tanggal P 26 Mei 2025
‘ KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  [\21-"eor PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK N
o INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA No & Tanggal Revisi :
MIGRAN INDONESIA ) Ui 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Tanggal Efekif :
Pelak Mutu Baku
. Petugas Pelayanan . Unit Kerja Terkait
No Kegiatan Informasi ool Kepala Biro Hubungan | o ivon “Sesitien, Biro, Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pranata Humas Masyarakat Pusat, dan UPT)
1 |Menerima Permintaan Informasi dari Pemohon Informasi 1. Formulir Permintaan 60 Menit |Formulir Permintaan Informasi Dokumen Identitas Diri:
secara elektronik (website /aplikasi PPID) dan nonelektronik Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri |a. Bagi orang perorangan berupa fotokopi
(meja pelayanan PPID). 2. Fotokopi atau scan fotokopi/scan Dokumen Identitas Diri |Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat
Dokumen Identitas Diri Pemohon Informasi keterangan kependudukan dari Dinas
Pemohon Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
@ b. Bagi badan hukum berupa fotokopi akta
pendirian yang telah mendapat
pengesahan dari Kemenkum
c. Bagi kelompok orang berupa surat kuasa
dan fotokopi KTP atau surat keterangan
kependudukan pemberi kuasa
2 [Memberikan nomor pendaftaran pada Formulir Permintaan Formulir Permintaan Informasi 60 Menit |1. Formulir Permintaan Informasi yang |Jika permintaan informasi publik
Informasi Publik dan menyimpan salinannya sebagai tanda yang telah diisi lengkap dan dilampiri telah diberi nomor pendaftaran dan  |disampaikan secara nonelektronik, nomor
bukti permintaan Informasi Publik. E‘] fotokopi/scan Dokumen identitas Diri diberikan kepada Pemohon pendaftaran disampaikan secara
Pemohon Informasi 2. Salinan yang telah disimpan nonelektronik
3 |Mencatat Permintaan Informasi Publik dalam register 1. Formulir Permintaan Informasi 60 Menit |Permintaan {nformasi Publik
permintaan Informasi Publik. yang telah diberi nomor pendaftaran yang telah tercatat dalam
dan diberikan kepada Pemohon Register Permohonan Informasi
2. Salinan yang telah disimpan Publik
4 |Melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan Informasi Permintaan Informasi Publik 3HK  [1. Formulir Permintaan - Jika terdapat kekurangan dokumen dari hasil pemeriksaan

Publik.

yang telah tercatat dalam
Register Permohonan Informasi
Publik

Informasi
2. Fotokopi atau scan Dokumen
Identitas Diri Pemohon Informasi

permintaan informasi petugas pefayanan informasi
publik/Pranata Humas membuat surat bafasan kepada
pemohon tentang ketidaklengkapan dokumen yang
ditandatangani oleh PPID

- Jika Pemohon informasi tidak dapat

menyerahkan perbaikan kelengkapan

permintaan informasi publik, PPID

memberikan catatan pada register

permintaan informasi publik tanpa harus
menindaklanjuti permintaan informasi publik

vana diajukan
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5  |Melakukan verifikasi atas Permintaan Informasi termasuk dalam 1. Formulir Permintaan 1HK  |1. Formulir Permintaan Jika permintaan informasi publik termasuk
Klasifikasi informasi yang terbuka atau dikecualikan. Informasi Informasi informasi yang dikecualikan, PPID
2. Fotokopi atau scan Dokumen 2. Fotokopi atau scan Dokumen menyampaikan pemberitahuan tertulis
Identitas Diri Pemohon Informasi Identitas Diri Pemohon Informasi disertai surat keputusan pengecualian
informasi
6 |Menyiapkan rancangan/konsep Nota Dinas ke unit kerja terkait 1. Formulir Permintaan 1HK  |{Rancangan/konsep Nota Dinas ke
untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi unit kerja terkait
Informasi. 2. Fotokopi atau scan Dokumen
Identitas Diri Pemohon Informasi
7 |Mengoreksi dan menandatangani rancangan/konsep Nota — Rancangan/konsep Nota Dinas ke 1HK  |Nota Dinas ke unit kerja yang telah
Dinas ke unit kerja. unit kerja terkait ditandatangani
Ya
—
8  |Mengirimkan Nota Dinas kepada Unit Kerja. Nota Dinas ke unit kerja yang telah 1HK  |Nota Dinas tentang permohonan
ditandatangani informasi publik dari PPID
9 |Menerima Nota Dinas dan menyiapkan jawaban/tanggapan [ Nota dinas tentang permohonan 2HK  [Nota dinas tentang
atas permohonan informasi publik. informasi publik dari PPID jawaban/tanggapan atas permohonan
informasi publik kepada PPID
10 |Mengirim Nota Dinas tentang jawaban/tanggapan atas
permohonan informasi publik kepada PPID.
11 [Menerima Nota Dinas dari unit terkait tentang Nota dinas tentang 1HK  |Disposisi kepada Petugas Pelayanan
jawaban/tanggapan permohonan informasi. jawaban/tanggapan atas permohonan Informasi Publik/Pranata Humas untuk
informasi publik kepada PPID membuat surat balasan/jawaban
permohonan informasi kepada
12 |Mendisposisi/menugaskan Petugas Pelayanan pemohon
Informasi Publik/Pranata Humas untuk membuat surat
balasan/jawaban permohonan informasi kepada pemohon.
13 [Membuat konsep/rancangan surat balasan/jawaban | Disposisi kepada Petugas Pelayanan | 60 menit |Konsep/rancangan surat
permohanan informasi kepada pemahaon _,E] Informasi Publik/Pranata Humas halasan/iawaban permahanan
untuk membuat surat informasi kepada pemohon
balasan/jawaban permohonan
informasi kepada pemohon
14 |Mengoreksi dan menandatangani rancangan/konsep surat Tidak Konsep/rancangan surat 1HK  |Surat tentang jawaban permohonan

balasan/jawaban permohonan informasi kepada pemohon.

balasan/jawaban permohonan
informasi kepada pemohon

informasi kepada pemohon Informasi
yang telah ditandatangani PPID

Halaman 2 dari 3




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

Menyampaikan surat tentang jawaban permohonan informasi
kepada pemohon Informasj

Surat tentang jawaban permohonan
informasi kepada pemohon Informasi
yang telah ditandatangani PPID

60 Menit

Surat tentang jawaban permohonan
informasi kepada pemohon Informasi
yang telah ditandatangani PPID

- Menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Pemohon Informasi Publik paling
lambat 10 hari kerja sejak Permintaan
informasi Publik dinyatakan lengkap, dan
dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya.
- Memberikan akses bagi Pemohon
Informasi untuk melihat dan mengetahui
Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat
yang memadai.

- Dalam hal Pemohon Informasi meminta
salinan Informasi Publik, PPID memberikan
salinan Informasi Publik yang dibutuhkan
dalam bentuk dokumen digital (softcopy )
atau dokumen nondigital (hardcopy ).

- Jika Pemohon Informasi puas atas
jawaban informasi yang diminta, proses
permintaan informasi selesai.
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